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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Panduan Wawancara 

Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara untuk pihak pemerintah daerah 

terkait dengan implementasi EFT di Kabupaten Maros: 

1. Mengapa Kabupaten Maros mengadopsi sistem EFT? 

2. Seperti apa konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Kabupaten Maros? 

3. Apakah EFT tersebut berperan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten 

Maros?  

4. Apakah EFT membantu sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 

Maros? 

5. Bagaimana strategi Bapak untuk memperkenalkan dan mempromosikan 

konsep EFT kepada masyarakat Kabupaten Maros?  

6. Bagaimana rencana penerapan EFT di Kabupaten Maros? Adakah rencana 

jangka pendek dan jangka panjang? 

7. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa implementasi EFT berjalan 

efektif dan efisien? 

8. Adakah kebijakan atau program lain yang sedang berjalan di Kabupaten 

Maros yang akan mendukung implementasi EFT? 

9. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi EFT di 

Kabupaten Maros dan bagaimana cara mengatasinya? 

10. Apa yang menjadi harapan Bapak dalam implementasi EFT di Kabupaten 

Maros? 

11. Adakah saran atau masukan yang ingin Bapak berikan terkait implementasi 

EFT di Kabupaten Maros? 

 Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk pihak LSM Pilar 

Nusantara terkait dengan implementasi EFT di Kabupaten Maros: 

1. Apa pendapat LSM Pilar Nusantara tentang konsep Ecological Fiscal 

Transfer (EFT)? 

2. Apakah ada peran dari LSM dalam memfasilitasi sehingga EFT ini dapat 

eksis di kabupaten Maros. Seperti apa perannya? 

3. Menurut LSM Pilar Nusantara, apakah konsep EFT dapat membantu dalam 

pengelolaan lingkungan dan keuangan daerah di Kabupaten Maros? 
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4. Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh Kabupaten Maros jika menerapkan 

konsep EFT? 

5. Bagaimana LSM Pilar Nusantara dapat berkontribusi dalam mendukung 

implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros? 

6. Apa yang menjadi harapan LSM Pilar Nusantara terkait dengan 

implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros? 

7. Bagaimana pandangan LSM Pilar Nusantara terhadap dukungan pemerintah 

dalam menerapkan konsep EFT di Kabupaten Maros? 

8. Apa yang dapat menjadi peran LSM Pilar Nusantara dalam implementasi 

konsep EFT di Kabupaten Maros? Saat ini sudah seperti apa? 

9. Menurut LSM Pilar Nusantara, apakah masyarakat di Kabupaten Maros 

sudah siap untuk menerima konsep EFT? 

10. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi konsep EFT di 

Kabupaten Maros? 

11. Apa saran atau masukan yang dapat diberikan oleh LSM Pilar Nusantara 

kepada pemerintah Kabupaten Maros dalam menerapkan konsep EFT? 
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Lampiran 2. Naskah Kerja Sama 
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Lampiran 3. Peraturan Bupati ADD Tahun 2021 
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Lampiran 4. Peraturan Bupati ADD Tahun 2022 
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Lampiran 5. Aspek Penilaian Kinerja Desa 

No Kriteria 
Bobot 

Kriteria 
indikator 

Bobot 

Indikator 

1 
Perlindungan 

Lingkungan Hidup 
25% 

Kebijakan dan /atau regulasi  

yang diterbitkan desa terkait 

dengan pelestarian, pengelolaan 

dan perlindungan  lingkungan 

5%  

 

 

Proporsi anggaran desa yang 

dialokasikan untuk kegiatan 

dalam perlindungan lingkungan 

8% 

 

 

 

 

Nilai Capaian Akhir Indeks 

Kualitas Lingkungan Desa 
5% 

 

 

 

 

Pertumbuhan Capaian Indeks 

kualitas lingkungan desa 
8% 

 

 

 

 

2 
Ketahanan 

Bencana  
25% 

Kebijakan dan /atau regulasi  

yang diterbitkan desa terkait 

dengan ketahanan bencana di 

desa 

5% 

 

 

 

 

Proporsi anggaran desa yang 

dialokasikan untuk kegiatan 

kesiapsiagaan bencana didesa 

8% 

 

 

 

 

Indeks bencana alam Desa 5% 

 

 

 

 

Indeks siaga becana desa 8% 

 

 

 

 

3 Serapan Dana 30% 

Realisasi Penyaluran Dana 

APBDS  
12% 

 

 

 

 

18%  
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Realisasi Penggunaan Dana 

APBDS 

 

 

 

4 

Pembangunana 

Desa Yang 

berkeadilan  

20% 

Sistem Informasi Layanan 

Publik yang tersedia 
10% 

 

 

 

 

Jumlah kegiatan pembangunan 

desa yang sasarannya 

melibatkan kelompok 

Perempuan dan anak, serta 

kelompok rentan 

6% 

 

 

 

 

Jumlah penghargaan yang 

diterima Desa dari 

kabupaten/provinsi/pusat 

4% 
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Lampiran 6. Undangan Rapat 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

Wawancara dengan Pihak LSM Pilar Nusantara 

 

 

Wawancara dengan Pihak Pemerintah Daerah 
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Pengambilan Data Dokumen Peraturan Bupati 
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Mengikuti Rapat Koordinasi Capaian Kerja Tiap Desa 


